Tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Beradasarkan Hierarki beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang dibawah UUD 1945 adalah undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota. Berdasar Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011, pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan tahapan sebagai berikut.

1.   Perencanaan Peraturan Perundang-undangan
Perencanaan penyusun undang-undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Bertujuan agar dalam pembentukan  peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana. Memuat skala prioritas program legislasi tingkat nasional sesuai jangka menengah atau tahunan yang disusun oleh DPR dengan perkembangan kebutuhan dalam mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusun dapat dibedakan menjadi 5 yaitu:

a)   Penyusun Prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR  dengan alat kelengkapan DPR yang khusus bidang legislasi.

b)  Penyusun Prolegnas antara DPR dan pemerintah dikoordinasikan oleh DPR  dengan alat kelengkapan DPR yang khusus bidang legislasi. Ini dilakukan dengan pertimbangan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan masyarakat.

c)   Penyusun Prolegnas  di lingkungan pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang hukum.

d)   Mengenai tata cara penyunsun Prolegnas di lingkungan DPR dan pemerintah diatur dengan peraturan DPR

e)  Mengenai tata cara penyunsun Prolegnas di lingkungan pemerintah diatur dengan peraturan presiden

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan oleh rapat paripurna DPR.  Perencanaan penyusunan peraturan daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda). Prolegda dalah instrument perencanaan pembentukan produk hukum yang di susun secara terpecaya, terpadu, dan sistematis. Di daerah provisi perencanaan dilakukan oleh Prolegda Provinsi dan di kabupaten/kota dilakukan oleh Prolegda  Kabupaten/kota.  Penyusunan Prolegda Provinsi maupun kabupaten/kota didasarkan atas beberapa hal sebagai berikut:

a)     Perintah undang-undang yang lebih tinggi

b)    Rencana pembangunan daerah

c)     Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan

d)     Aspirasi daerah

Dalam Prolegda provinsi dimuat dalam daftar komulatif terbuka terdiri atas:

a)     Akibat putusan MA

b)    Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi

Dalam keadaan tertentu, DPRD provinsi dan gubernur dapat mengajuakan rancangan peraturan daerah provinsi di luar Polegda provinsi sebagai berikut:

a)     Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam

b)    Akibat kerja sama dengan pihak lain

c)     Keadaan lain yang bersifat urgensi dan mendapat persetujuan bersama kelengkapan DPRD

 

2.   Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
      Penyusunan undang-undang pada dasarnya dibedakan menjadi 3 proses yaitu, RUU dari DPR dan presiden, RUU dari presiden, dan RUU dari DPD. Semua tersebut harus disertai Naskah Akademik, disusun berdasarkan Polegnas. Berikut tiga proses penyusunan undang-undang terhadap RUU  tersebut.

     Pertama, RUU diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau alat   kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi atau DPD. Pengharmonisan , pembulatan, dan pemantapan konsep RUU dikoordinasikan oleh alat kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dari DPR. Setelah siap  RUU tersebut segera disampaikan dengan surat pemimpin DPR kepada presiden. Presiden menugasi menteri untuk membahas RUU bersama DPR dengan waktu 60 hari dari surat tersebut diterima. Meteri menkoordinasi persiapan urusan pemerintah di bidang hukum.

      Kedua, RUU yang diajukan presiden. RUU tersebut disiapkan olem menteri atau pemimpin lembaga Negara yang nonkementerian sesuai tugasnya. Menteri atau pemimpin lembaga nonkementerian membentuk panitia antarkementerian atau antarnonkementerian. Keharmonisa, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU berasal dari presiden dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum.  Setelah siap RUU diajukan kepada pemimipin DPR. Surat presiden memuat menteri ditugasi membahas RUU bersama DPR..dan paling lama 60 hari untuk membahas RUU tersebut sejak surat diterima. Dalam membahas RUU tersebut, menteri memperakarsa  jumlah RUU  tersebut mengenai menteri yang sama. Apa bila dalam siding DPR dan presiden membahas materi yang sama, yang dibahas adalah RUU  yang disampaikan oleh DPR dan RUU dari presinden untuk dipersandingkan.

     Ketiga, RUU yang diajukan oleh DPD. RUU disampaikan secara tertuliis kepada pemimpin DPR dan harus disertai Naskah Akademik. Alat pelengkap pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dapat mengundang pemimpin alat kelengkapan DPD di bidang perancangan membahas usul RUU. Alat kepelengkapan DPD menyampaikan hasilpengharmonisasian kepada pemimpin DPR lalu di umumkan saat rapat paripurna.

      Selanjutnya kita pahami Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang). Dilakukan apabila perpu inngin dijadukan undang-undang.  Dan harus mendapat persetujuan DPR pada rapat paripurna. Didalam rapat paripurna jika Perpu tidak mendapat persetujuan maka harus dicabut.  

Proses penyusunan peraturan pemerintah. PP dan perpres hampir sama persis. Sama-sama diwakili oleh panitia antarkementerian atau non antar kementerian.

      Penyususnan peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota.  Rancangan peraturan provinsi berasal dari DPRD provinsi dan gubernur. Dan Penyususnan peraturan daerah kabupaten oleh DPRD kabupaten dan bupati.

      Berikut ketentuandalam penyusunan peraturan daerah provinsi dan kabupaten atau kota yaitu:

a)     Raperda harus diserati dengan Naskah Akademik. Dalam rancangan peraturan daerah mengenai APBD, pencabut peraturan daerah, perubahan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa menteri, serta memuat pokok pikiran  dan menteri muatan yang diatur.

b)    Rancangan aturan daerah dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, alat kelengkapan DPRD yang khusus dibidang legislatif.

c)     Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pemimpin DPRD kepada kepala daerah.

d)     Raperda yang telah disiapkan oleh kepala daerah disampaikan dengan surat pengantar kepala daerah kepada pemimpin DPRD

e)     Apabila dalam siding DPRD dan kepala daerah membahas rancanngan peraturan daerah yang sama. Maka materi yang dibahas dari DPRD dan yang dipersandingkan dari kepala daerah.

 

3.   Pembahasan Peraturan Perundang-Undangan
      Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR dan presiden atau menteri yang di tugasi. Yang berkaitan dengan otonomi daerah yang mengikut sertakan DPD.  Keikutsertaan DPD hanya sampai tingkat I. DPD meberikan pertimbangan kepada DPR atas Anggaran Pendapatan dan Belanjaan Negara. Pembicaraan melalui dua tingkat sebagai berikut.

Pertama, pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan, rapar badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Dilakukan dengan kegiatan mini.

      Kedua, pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna denag kegiatan:

a)     Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD dan hasil pembicaraan tingkat I

b)     Pernyataan setuju atau tidak dari tiap-tiap fraksi dalam rapat panipurna jika tidak dillakukan voting

c)     Penyampaian pendapat akhir presiden dilakukan oleh menteri yang ditugasi

      Mekanisme pembahasan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Pertama, RUU tentang pencabutan perpu hanya dilakukan oleh DPR dan presiden. Kedua, RUU tentang pencabutan perpu hanya diajukan saat rapat paripurna DPR tidak memberikan persetujuan. Ketiga, pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pencabutan perpu dilaksanakan pada saat rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat tersebut tidak membeerikan persetujuan kepada perpu tersebut.

      Pembahsan rancangan peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten atau kota dilakukan melalui dua tingkat sebagai berikut:

a)     Tingkat pertama, membahas dalam rapat komisi/panitia/badan atau rapat alat kelangkapan DPRD

b)    Tingkat dua, yaitu rapat paripurna

  

4.   Pengesahan/Penetapan Peraturan Perundang-Undangan    

      RUU yang telah disetujui oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pemimpin DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Disahkan setelah 7 hari keputusan bersama membubuhkan tanda tangan paling lama 30 hari sejak keputusan bersama.      
Penetapan peraturan daerah dilakukan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Paling lambat 7 hari disampaikan kepada kepala daerah setelah keputusan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari mendapatkan tanda tangan kepala daerah.

 

 

5.   Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan
      Peraturan perundang-undangan dalam berita NKRI . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang di muat dalam Berita Indonesia. Pengundangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidnag hukum.

      Peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota diundang dalam lembaran Negara. Pengundangan peraturan dilakukan oleh sekertaris daerah dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

